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Abstrak  

Penelitian ini mengkaji secara mendalam pemikiran dan praktik ekonomi yang diterapkan oleh para Khulafaur Rasyidin, yang 

merupakan penerus langsung Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Keempat khalifah ini tidak hanya berperan 

dalam melanjutkan misi kenabian secara spiritual dan politik, tetapi juga merumuskan kebijakankebijakan ekonomi yang 

inovatif, adil, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Melalui pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menggali 

kebijakan ekonomi yang mencakup pengelolaan baitul mal, sistem zakat dan pajak, pembentukan institusi keuangan, 

pengawasan pasar, serta distribusi kekayaan negara secara merata. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang 

diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin mengedepankan keadilan distributif, transparansi fiskal, dan keberpihakan terhadap 

kelompok rentan. Nilai-nilai ini terbukti relevan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi kontemporer, seperti 

ketimpangan sosial, korupsi fiskal, dan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara. Dengan demikian, 

pemikiran ekonomi Islam klasik yang dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin memberikan landasan normatif dan praktis bagi 

pengembangan sistem ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan berbasis nilai-nilai etis.  

Kata kunci: Ekonomi Islam, Khulafaur Rasyidin, Kepemimpinan Islam. 

1. Latar Belakang 

Khalifah merupakan pemimpin tertinggi umat Islam atau disebut juga Imam A’zhom yang juga 

merupakan pemimpin negara Islam atau biasa juga disebut khalifah Muslim. Sebagai pemimpin negara Islam, 

selain sebagai kepala negara juga sebagai pemimpin umat dalam bidang dakwah. Sebagai khalifah, ia juga harus 

mampu mensejahterakan dan memberikan rasa aman bagi setiap warga yang dipimpinnya. Menjadi khalifah 

bukanlah hal yang mudah. Mengutip dari tulisan Al-Utsaimin, untuk memilih dan memberikan amanah sebagai 

pejabat atau khalifah, ada beberapa syarat di antaranya, jabatan tersebut harus diberikan kepada orang yang terbaik 

dan apabila tidak ditemukan orang yang paling layak, minimal pilihlah pejabat yang layak untuk memangku 

jabatan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir bahaya ketidakamanan dari jabatan yang dipegang seseorang. 

(Purwanto & Mufid, 2024). 

Setelah wafat Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin merupakan para pemimpin umat Islam yang 

berkuasa setelahnya. Pada masa ini, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan Islami yang 

didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam sejarah perkembangan Islam, empat khalifah penerus Nabi 

Muhammad, Abu Bakar, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dianggap sebagai Al-

Khulafa Al-Rasyidin. Banyak ahli sejarawan, ekonom, dan pemikiran politik mengutip beberapa ide yang 

disampaikan oleh khalifah. (Hartono & Totok Adhi Prasetyo, 2024). 

Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ekonomi dan agama Islam berkembang. Di sana ia 

mulai membangun pemerintahan negara dan ekonomi. Para Khulafaur Rasyidin melanjutkan praktik keuangan 

yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau. Para pemimpin ini dikenal sebagai 

penerus Rasulullah yang adil dan bijaksana dalam menjalankan kehidupan berdasarkan ajaran Islam. Masing-

masing khalifah mengelola urusan keuangan negara dengan pendekatan yang berbeda, namun tetap berpijak 

berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang merujuk dari Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini karena mereka senantiasa berada 

di jalan kebenaran dan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT dalam menjalankan amanah kepemimpinan. 

Sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan 

kesejahteraan umat manusia melalui distribusi dan pemanfaatan sumber daya yang tidak terbatas. Proses ini 

dilakukan tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan serta tanpa menimbulkan ketimpangan ekonomi 

maupun kerusakan lingkungan yang berkelanjutan. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dalam Surah 

An-Nisa ayat 80. (Hasanah, 2024). 
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Artikel ini akan menyelidiki pemikiran ekonomi klasik, khususnya masa Khulafa' alRasyidin. Ekonomi 

Islam dimulai pada awal Islam. Wahyu al-Qur'an dan kebijakan Nabi tentang ekonomi Madinah, serta kebijakan 

khulafa' al-Rasyidin, menciptakan landasan ekonomi Islam. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur. sebagai pendekatannya. Studi 

kepustakaan, atau yang sering disebut tinjauan literatur, merupakan cara penelitian yang bertujuan untuk 

menghimpun data atau informasi dengan membaca berbagai sumber referensi. Sumber-sumber tersebut meliputi 

jurnal ilmiah, buku-buku, dan publikasi lainnya yang dapat diakses melalui media cetak maupun digital, termasuk 

internet. Metode ini membantu peneliti memahami topik secara mendalam melalui analisis literatur yang relevan. 

Tinjauan pustaka, juga disebut studi kepustakaan, adalah metode pengumpulan data yang meliputi 

tinjauan literatur, laporan, catatan, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Satu langkah penting 

setelah menentukan topik penelitian, menurut Nazir (1998), adalah melakukan observasi literatur, yaitu melakukan 

penelitian teori yang berkaitan dengan topik penelitian. 

Peneliti mengumpulkan informasi dari kepustakaan untuk menemukan teori yang relevan dengan topik 

penelitian. Sumber-sumber ini dapat berupa buku dan jurnal. Data yang dikumpulkan untuk tinjauan literatur ini 

dikumpulkan melalui beberapa langkah. Salah satunya adalah mencari jurnal dan artikel berdasarkan topik secara 

menyeluruh dan kemudian menggabungkan artikel yang relevan dengan topik tersebut. 

3.  Hasil dan Diskusi 

Masa Abu Bakar As-shiddiq 

Nama lengkap Abu Bakar Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka’ab bin Sa’id bin Taim bin Murrah Al-

Tamimi. Di masa Jahiliyah, dia disebut Abdullah Al-Ka’bah, tetapi Rasullah mengubahnya menjadi Abdullah. 

Karena kepercayaannya yang kuat terhadap apa yang dikatakan Rasulullah, Abu Bakar Ash-Shiddiq diberi gelar 

Ash-Shiddiq. (Julensi, 2023). Abu bakar As-Siddiq dipilih sebagai khalifah pertama setelah wafanya Rasulullah 

SAW. Beliau adalah pemimpin agama dan negara kaum muslimin. Selama masa Abu Bakar yang berjalan dua 

tahun, beliau berhasil mengatasi masalah seperti orang-orang yang murtad, nabi-nabi palsu, dan mereka yang 

menentang zakat. Hal ini kemudian memunculkan perang Riddah. 

Abu Bakar memberikan perhatian besar terhadap ketepatan dalam perhitungan zakat selama masa 

kepemimpinannya dalam menjalankan pemerintahan dan perekonomian masyarakat Madinah. Selain itu, Abu 

Bakar menggunakan pendekatan strategis dan tegas untuk mengutip zakat dari semua umat Islam, termasuk Badui 

(a'rabi), yang telah menunjukkan tanda-tanda penolakan untuk membayar zakat sepeninggal Rasulullah saw. 

(Apriliya, 2021). Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, pengelolaan bait al-mal tetap berlangsung seperti yang 

dilakukan pada masa Nabi Muhammad Saw. Pada awal masa pemerintahannya, Abu Bakar menetapkan pemberian 

sebesar 10 dirham untuk setiap individu. kemudian pada tahap selanjutnya jumlahnya meningkat menjadi 20 

dirham per orang. Bait al-mal berfungsi sebagai lembaga yang mengatur pendapatan dan biaya negara dalam 

bertanggung jawab untuk memastikan kepentingan umum tetap terjaga. (Hasibuan Perwira. Mhd Rifq A. dkk., 

2025). 

Seluruh kekayaan yang ada di baitul mal pada masa kepemimpinan Abu Bakar radhiallahu 'anhu disalurkan 

langsung kepada masyarakat Muslim, sehingga tidak ada simpanan yang bertahan lama. Ketika pendapatan baitul 

mal meningkat, manfaatnya dibagi secara adil, sehingga tidak ada yang mengalami kesulitan ekonomi. Setelah 

Abu Bakar radhiallahu 'anhu wafat dan dimakamkan, Umar bin Khattab radhiallahu 'anhu meminta Abdurrahman 

bin Auf dan Utsman bin Affan radhiallahu 'anhuma untuk memeriksa baitul mal. Mereka menemukan bahwa tidak 

ada sisa dana di dalamnya, yang menunjukkan efisiensi distribusi kekayaan negara pada masa itu. (Wulandari et 

al., 2025). 

Pada awal kekhalifahan Abu Bakar, memang banyak terjadi kekacauan, namun seiring berjalannya waktu dengan 

ketegasan dan kegigihannya, pemerintahan juga mengalami kemajuan dan perkembangan dalam beberapa aspek 

seperti penaklukan-penaklukan untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran 

dan pengelolaan serta pengembangan baitul mal. (Lukman Fajariyah, 2023). 

Selama masa kepemimpinannya sebagai khalifah, Abu Bakar menetapkan sejumlah kebijakan umum di sektor 

ekonomi, di antaranya adalah: 

a. Untuk melakukan usaha, Perjanjian usaha harus disusun berdasarkan prinsip ekonomi syariah. 

b. Sanksi tegas diterapkan terhadap mereka yang menolak dan melanggar kewajiban zakat.  

c. Pengawasan dan penghitungan zakat dilakukan dengan akurat.  

d. Abu Bakar menyalurkan zakat sebagai pendapatan negara yang dikelola di Baitul Maal.  

e. Mereka yang terlibat dalam Perang Badar, atau dikenal sebagai para ahli Badar, tidak diberikan mandat 

untuk memimpin pemerintahan.  
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f. Dalam pembagian kekayaan negara, ulama Badari tidak memiliki hak yang lebih tinggi. 

g. Pengelolaan komoditas tambang seperti perak, emas, besi, perunggu, baja, dan lainnya, yang memberikan 

keuntungan bagi pemerintah. 

h. Menyelenggarakan pelatihan serta melakukan seleksi terhadap calon direktur Baitul Mal. 

i. memberikan kompensasi kepada pekerja berdasarkan karakteristik yurisdiksi tertentu  

j. Abu Bakar radhiallahu ‘anhu tidak melakukan perubahan ataupun menetapkan kebijakan yang 

bertentangan dengan ketentuan Jizyah yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau juga 

tidak mengeluarkan ketentuan khusus terkait jenis maupun besaran Jizyah, sehingga berbagai barang 

seperti perhiasan, emas, kain dari kayu, kambing, unta, serta hewan lainnya diperbolehkan sebagai bentuk 

pembayaran Jizyah. (Hasanah, 2024). 

Pemikiran Abu Bakar As-Shiddiq, khususnya terkait ekonomi, masih relevan dalam sistem ekonomi modern 

karena menekankan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan pengelolaan sumber daya yang adil. Ia 

memprioritaskan zakat, infaq, sedekah, dan pengelolaan harta rampasan perang (ghanimah) untuk menciptakan 

keseimbangan sosial dan ekonomi.  

Berikut adalah beberapa relevansi pemikiran Abu Bakar As-Shiddiq dengan sistem ekonomi modern: 

1) Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan  

Pemikiran Abu Bakar menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan 

masyarakat, yang dapat diterapkan dalam kebijakan fiskal modern untuk mengurangi ketimpangan dan 

memastikan semua orang memiliki akses ke kebutuhan dasar.  

2) Pengelolaan Sumber Daya yang Adil  

Abu Bakar memprioritaskan pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan negara secara adil untuk 

kepentingan masyarakat luas, yang relevan dengan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan ekonomi 

modern.  

3) Sistem Zakat dan Bantuan Sosial  

Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang diterapkan oleh Abu Bakar dapat menjadi inspirasi 

untuk sistem bantuan sosial dan pajak yang lebih adil dan efektif dalam sistem ekonomi modern. 

4) Larangan Riba  

Larangan riba yang menjadi prinsip dasar dalam pemikiran ekonomi Islam, termasuk pada zaman Abu 

Bakar, tetap relevan untuk mencegah praktik keuangan yang merugikan masyarakat dan mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Setia Hidayah, 2025). 

Masa Umar bin Khattab 

Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun ketiga belas setelah tahun Gajah. Pada saat Umar lahir, orang-orang 

Arab masih menganut kepercayaan dinamisme dengan Tuhan 5 yang mereka sebut Latta dan Uzza. Umar bin 

Khattab dilahirkan di Mekkah pada tahun 584 Masehi dengan nama lengkap Nufail bin Abdu Al-'Uzza bin Rabah 

bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Al-Qurasyi Al-Adawi. (Hayati, 2021). 

Khattab bin Nufail al-Mahzumi al Quraisyi adalah ayahnya, dan Hantamah binti Hasyim bin Mugirah 51 bin 

Abdullah bin Umar bin Makzum adalah ibunya. Dia memiliki beberapa saudara, salah satunya adalah Fatimah 

binti Khattab dan Zaid bin Khattab. Umar Bin Khattab, yang menggantikan Abu Bakar ash-Shiddiq (632–634) 

sebagai Khalifah Rasyidin kedua, adalah sahabat dekat dan mertua Nabi Muhammad. Dia memerintah dari 

Agustus 634 hingga pembunuhannya pada tahun 644. 

Umar merupakan khalifah pertama yang diberi gelar Amirul Mukminin, yang kemudian digunakan oleh semua 

khalifah berikutnya. Umar bin Khatab masuk Islam pada usia dua puluh enam tahun, tiga hari setelah Hamzah bin 

Abdul Muthalib masuk Islam, dan pada tahun ketiga kenabian Muhammad saw. Metode dakwah Nabi saw 

berubah, dari yang sebelumnya dilakukan secara diam-diam menjadi diserukan kepada seluruh masyarakat Mekah. 

(Aris, Muhammad, 2024). Setelah Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang sukses. 

Selama pemerintahannya, beliau menciptakan lingkungan politik yang kuat, keteguhan prinsip, dan 

kecermelangan perencanaan. (Rizkia & Hardiyansyah, 2022). 

Dalam bidang ekonomi, Umar melakukan beberapa pembaharuan, seperti sistemasi dalam pemberlakuan 

pemungutan jizyah, penghentian pendistribusian bagian zakat untuk muallaf, dan pembentukan dewan-dewan serta 

baitul mal. Beliau juga membentuk lembagalembaga pelayanan publik, seperti Lembaga Pelayanan Militer dan 

Lembaga Jaminan Sosial, untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Pemasukan negara pada masa Umar 

meliputi zakat, kharaj, jizyah, dan bea cukai. (Syihab & Utomo, 2022). Sistem ekonomi yang diterapkan pada 

masanya memiliki beberapa keistimewaan, seperti sistem ekonomi musyawarah, sistem ekonomi berkarakteristik 

taqwa, dan perekonomian dengan pengawasan yang ketat. Umar memerintah selama 10 tahun lama nya dan 

dibunuh oleh seorang budak Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Sebelum meninggal, Umar menunjuk 6 orang sahabat 

untuk menentukan salah seorang diantara mereka untuk menjadi khalifah sebagai penggantinya. (Putra, 2022). 

Di tangan Umar bin Khattab, Baitul Mal tumbuh menjadi tulang punggung keuangan negara Islam yang kuat dan 

transparan. Sistem keuangan yang ia bangun menjadi model pemerintahan Islam yang adil dan sejahtera, serta 
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menjadi fondasi fiskal bagi khalifah-khalifah setelahnya. (Hilman, 2022). Dalam bidang perdagangan, Umar juga 

mengangkat petugas pasar (muhtasib) untuk mengawasi praktik jual beli, menjamin kejujuran pedagang, 

menghindari penipuan, dan melindungi konsumen dari eksploitasi harga maupun barang berkualitas rendah. 

Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan efisiensi dalam sistem 

ekonomi Islam yang dibangun Umar bin Khattab, yang menjadi fondasi penting dalam sejarah pemikiran ekonomi 

Islam. (Muhammad et al., 2024). 

Dalam konteks pengelolaan ekonomi saat ini, pendekatan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Umar bin Khattab 

dapat dijadikan sebagai inspirasi atau rujukan dalam merancang sistem perekonomian negara. Strategi fiskal beliau 

terbukti mampu menciptakan stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat, karena pengelolaan pendapatan 

dan pengeluaran negara diarahkan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat, tanpa adanya kepentingan individu atau 

keuntungan pribadi. Meskipun struktur sumber pendapatan pada masa kepemimpinan Umar berbeda dengan 

kondisi di Indonesia saat ini, prinsip dasarnya tetap relevan. Di Indonesia, pajak menjadi tulang punggung utama 

pemasukan negara. Jika pengelolaan pajak dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terutama 

ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas, maka akan tercipta kondisi sosial-ekonomi yang makmur, sejalan 

dengan tujuan Maqashid Syariah. (Jamilah, 2021). 

Kepemimpinan Umar bin Khattab pada abad ke-7 Masehi meninggalkan jejak pemikiran ekonomi yang 

surprisingly relevan dengan tantangan perekonomian global saat ini. Fondasi kepemimpinannya yang kuat pada 

prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat tercermin dalam berbagai kebijakan yang ia terapkan. 

Pembentukan Baitul Mal sebagai pusat keuangan negara dengan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel 

menjadi preseden penting bagi tata kelola keuangan publik modern. Penekanan Umar pada pendistribusian 

kekayaan negara secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, menggarisbawahi 

pentingnya kebijakan redistribusi pendapatan dan program jaminan sosial dalam mengatasi kesenjangan ekonomi 

yang masih menjadi isu krusial di banyak negara. 

Fokusnya pada pengembangan sektor riil, terutama pertanian, melalui kebijakan pengelolaan tanah yang adil dan 

insentif bagi produktivitas, memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya ketahanan pangan dan pengelolaan 

sumber daya alam yang berkelanjutan. Praktik pengawasan pasar (hisbah) yang ia lakukan untuk menjaga stabilitas 

harga dan melindungi konsumen dari praktik penipuan dan penimbunan relevan dengan kebutuhan regulasi pasar 

yang efektif di era globalisasi ini. Selanjutnya, kebijakan fiskal Umar yang berhati-hati, dengan prioritas pada 

anggaran berimbang dan pengeluaran yang bermanfaat bagi rakyat, menjadi pengingat akan pentingnya 

pengelolaan utang yang bertanggung jawab dan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Prinsip-prinsip ekonomi yang 

digunakan Umar bin Khattab, yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kesejahteraan 

bersama, masih sangat relevan dan dapat menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang 

sangat adil, berkelanjutan, dan mengarah pada kesejahteraan masyarakat luas di tengah kompleksitas tantangan 

ekonomi global saat ini. (Putra, 2022). 

Masa Utsman bin Affan 

Nama kepanjangan Utsman bin Affan ialah Utsman bin Affan bin al-ash bin Umayyah bin abd Al- amanaf, Utsman 

bin Affan lahir pada tahun 576 M dikota thaif, pada usia 6 tahun sesudah lahir nya Rasullullah Saw, Utsman bin 

Affan mempunyai ayah yang bernama Affan dan mempunyai ibu yang bernama arwa binti kuriz bin Rabiah bin 

Habib abdisyam bin abdi Manaf, Utsman bin Affan ini keturunan dari Bani Umayyah yang memiliki harta 

berlimpah, Utsman bin Affan memiliki hubungan saudara dengan Rasullullah yang mana nenek Utsman bin Affan 

bernama Ummu hukaim dan ayah Rasullullah yang bernama Abdullah saudara kandung. pendidikan dimasa 

Utsman bin Affan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan masyarakat Islam, Utsman bin Affan 

adalah salah satu sahabat Rasulullah Saw yang memiliki tugas yang sangat penting dalam sejarah Islam. (Rindra 

et al., 2023). 

Utsman adalah seorang khalifah yang telah dijanjikan surga dan dikenal memiliki sifat malu yang sangat tinggi, 

sehingga tidak mungkin baginya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. (Desri, 

2023). Utsman bin Affan menerapkan kebijakan ekonomi yang mencakup keuangan publik, sosial, infrastruktur, 

dan kebijakan moneter. Sistem perpajakan, pengelolaan zakat, serta mengembangkan perluasan wilayah yang 

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Utsman bin Affan dikenal sebagai pemimpin yang berhasil memperluas 

wilayah Islam, menjaga stabilitas ekonomi, dan memainkan peran penting dalam penyusunan Al-Qur’an. Salah 

satu pencapaian utamanya adalah pengumpulan dan penyeragaman mushaf Al-Qur’an untuk menjaga 

keotentikannya. Kebijakan ini menjadi tidak penting dalam sejarah Islam karena memastikan keseragaman teks 

kitab suci yang dipakai oleh umat Islam di setiap dunia. (Hasibuan, Diky Wahyudi, 2024). 

Dalam aspek ekonomi, Utsman menerapkan kebijakan yang mendukung keadilan sosial, seperti pendistribusian 

zakat dan pengelolaan sumber daya ekonomi secara efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan umat 

Islam, tetapi juga mendorong pertumbuhan perdagangan dan hubungan antarbudaya dengan bangsa lain. Di sisi 

sosial, Utsman berusaha menciptakan keharmonisan melalui kebijakan yang mendukung keseimbangan 

masyarakat, termasuk pemberdayaan ekonomi dan distribusi kekayaan yang adil. Pada masa pemerintahan utsman 
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bin affan masyarakat menikmati kehidupan yang tenteram dan sejahtera, dengan perekonomian yang maju pesat 

dan peningkatan tunjangan bagi rakyat. Selain itu, salah satu pencapaian penting pada masa pemerintahannya 

adalah penyempurnaan bacaan Al-Qur’an untuk menghindari pelencengan makna dan menjaga persatuan umat 

Islam. (Putri Riche Handoko, 2024). 

Filsafat politik dimasa awal Islam dalam peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan menampilkan aspek 

fenomena post - thurt yang menjadi kecenderungan peradaban saat ini. (Maimun, 2023). Kebijakan di masa 

Utsman bin Affan hampir sama dengan kebijakan Umar. Satu-satunya perbedaan nya merupakan penilaian dan 

transparansi zakat, pembayaran muzakki untuk mencegah perlindungan zakat, dan yang lainnya terkait dengan 

kharaj dan jizya, di mana banyak tanah publik diberikan untuk pemulihan. (Rahmadi, 2021). Oleh karena itu, 

kebijakan menghasilkan pertumbuhan penghasilan negara dan penundaan ketiga . Utsman bin Affan membantu 

mengembangkan sumber daya alam. Pembangunan jalan, saluran air, dan sistem keamanan untuk menjamin 

transaksi yang lancar. (Safitri et al., 2024).  

Kebijakan keuangan Utsman bin Affan, yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan 

negara, memberikan contoh sejarah yang kuat dan pelajaran yang dapat diterapkan di masa kini. Selain itu, 

kebijakan ini menunjukkan kebijakan administratif yang efektif dan menciptakan landasan ekonomi dan sosial 

pada awal era Islam. (Riyan Listianto Pasaribu et al., 2024). 

Ketentuan yang diterapkan oleh Utsman bin Affan dalam pengelolaan zakat mencakup perintah kepada setiap 

Muzakki untuk menaksir harta yang akan disalurkannya. Cara ini diambil untuk menjaga zakat dari potensi 

hambatan serta kesulitan dalam verifikasi aset, yang mungkin terlewatkan oleh pemungut zakat yang tidak jujur. 

(R. R. Akbar et al., 2024). 

Masa Ali bin Abi Thalib 

Ali ialah orang yang memiliki banyak kelebihan,penuh dengan vitalitas dan energi, gagah berani, penasehat yang 

bijak, penasehat hukum yang hebat, memegang teguh tradisi, sahabat sejati dan lawan yang dermawan, penetapan 

kebijakan dengan wawasan yang jauh ke depan. Salah satu keutamaan Ali bin Abi Thalib adalah dia adalah salah 

satu sahabat Nabi yang dijanjikan akan masuk surga, dia dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dia berada di samping 

Nabi seperti Harun di samping Musa, ayah dari Pemuda Surga orang yang mencintainya termasuk orang mukmin 

dan orang yang membencinya termasuk orang munafik. (Munawira et al., 2024).  

Setelah dilantik menjadi khalifah sebagai pengganti Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib segera memecat 

beberapa pemimpin kota yang melakukan kesalahan. Kemudian, Ali ibn Abi Thalib mengambil alih tanah 

perkebunan yang sebelumnya diberikan kepada kerabat Utsman ibn Affan. Selain kedua hal di atas, Ali ibn Abi 

Thalib juga melakukan kebijkan penyaluran harta kekayaan setiap tahun, seperti yang dilakukan Umar ibn Khattab 

selama pemerintahannya. (Rahmadi, 2021).  

Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, diperkenalkan prinsip utama mengenai pemerataan distribusi 

kekayaan rakyat. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem distribusi mingguan. Hari Kamis ditetapkan sebagai 

hari pembagian atau pembayaran, di mana seluruh perhitungan diselesaikan, dan perhitungan baru dimulai pada 

hari Sabtu. Metode ini dianggap sebagai solusi paling tepat berdasarkan perspektif hukum dan situasi negara yang 

sedang mengalami masa transisi. Khalifah Ali juga meningkatkan tunjangan bagi para pendukungnya di wilayah 

Irak. (A. Akbar et al., 2022). 

Ali mengelola Baitul Mal dengan sistem distribusi cepat dan merata. Ia menolak menimbun kekayaan negara, dan 

secara rutin membagikan harta negara kepada yang berhak, termasuk rakyat miskin dan pegawai negara. Ia sendiri 

hidup sangat sederhana dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari kas negara. (Junaidin, 2020). 

Kebijakan ekonomi Ali ibn Abi Thalib selama pemerintahannya adalah sebagai berikut: 

a. Distribusi kekayaan yang bersumber dari Baitul Mal kepada Masyarakat yang dianggap Memiliki hak 

atasnya 

b. Pembiayaan untuk armada laut dihentikan berdasarkan berbagai pertimbangan.  

c. Anggaran Negara diperketat untuk mencapai efisiensi 

d. Mencetak mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Islam. 

Kebijakan ekonomi Islam pada masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib yaitu menetapkan sebuah pajak pada para 

pemilik hutan dengan jumlah 4000 dirham Selain itu, beliau juga memperbolehkan Ibnu Abbas selaku Gubernur 

Kuffah untuk mengutip zakat pada sayuran-sayuran bumbu masakan. Pada masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib 

juga memiliki suatu ajaran bahwa pemerataan sebuah distribusi dana rakyat yang harus sesuai juga dengan 

kapasitanya Secara konsisten Ali ibn Abi Thalib secara memberikan bantuan dalam bentuk 5.000 dirham dan ia 

sengaja menarik diri dari daftar penerima baitul mal disebutkan pula oleh Ibnu Katsir, bahwa ia memberikan 

bantuan kepada umat Islam yang membutuhkan pertolongan, namun Ali ibn Abi Thalib sendiri selaku Khalifah 

baru saja menerima tawaran dari Baitul Mal berupa kain dengan ukuran kecil dan sebagian kain itu telah diperbaiki 

karena rusak. Terlebih lagi, dia adalah individu yang sangat ketat dalam masalah moneter Negara. (Rahmadi, 

2021). 

Beberapa kebijakan lain yaitu :  



 Putri Dini Agustin1, Dhea Dinanty2, Julia Hamdini Nasution3, Rafly Aditya S4 , Fitri Hayati5 

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 2, 2025  

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.833 

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

2218 

 

 

a) Penataan Keuangan Negara atau Baitul Mall  

Selama masa tata kelola Khalifah Ali bin Abi Thalib, pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan 

mengembalikan kondisi Baitul Mal seperti semula. Khalifah Ali menerapkan prinsip kesetaraan dalam 

pembagian harta Baitul Mal, memberikan kompensasi yang setara kepada setiap individu tanpa melihat 

status sosial mereka. 

b) Pembentukan dan Pembaharuan Tata Kota  

Selama Tata Kelola Khalifah Ali bin Abi Thalib, terdapat beberapa tindakan yang menguntungkan, 

terpenting dalam hal tata kota. Sebagai contoh adalah pembangunan kota Kufah yang menjadi pusat 

wisata dan ilmu pengetahuan keagamaan. 

c) Zakat, Jiziyah dan Pajak  

Pajak zakat, jizyah, dan pajak lainnya memiliki perbedaan dengan cara perolehan dan nominal yang harus 

dibayarkan. Jizyah merupakan iuran yang harus dibayar oleh nonmuslim yang tinggal di daerah Islam, 

yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan mereka.  

d) Mengambil alih kembali tanah yang sebelumnya diberikan oleh Khalifah Utsman bin Affan kepada 

anggota keluarganya sebagai hak milik.  

Khalifah Ali bin Abi Thalib berusaha menarik kembali tanah yang sebelumnya diberikan kepada keluarga 

dan kerabatnya oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk dikembalikan ke negara. (Iqbal et al., 2023). 

Pemikiran ekonomi Ali bin Abi Thalib, yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan nasihatnya, memiliki 

relevansi yang menarik dengan tantangan perekonomian saat ini. Pada masanya, Ali menekankan keadilan 

distributif, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemberdayaan kelompok ekonomi lemah. Beliau 

sangat memperhatikan hak-hak kaum dhuafa dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung 

jawab untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Prinsip-prinsip ini, jika kita telaah lebih dalam, memiliki resonansi yang 

kuat dengan isu-isu ekonomi modern seperti kesenjangan pendapatan, korupsi, dan pembangunan berkelanjutan. 

(Putri Riche Handoko, 2024). 

4.  Kesimpulan 

Pemikiran ekonomi para Khulafaur Rasyidin menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sejak masa awal telah 

memiliki kerangka yang komprehensif dalam menjawab tantangan sosialekonomi umat. Abu Bakar Ash-Shiddiq 

menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban zakat dan pemerataan distribusi kekayaan, yang 

berkontribusi terhadap stabilitas sosial pasca-wafatnya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab mengembangkan 

sistem fiskal negara melalui pembentukan baitul mal, pengawasan pasar (hisbah), dan kebijakan redistribusi 

kekayaan yang progresif. Utsman bin Affan memperluas wilayah ekonomi dan memperkuat. infrastruktur negara, 

serta melakukan reformasi dalam sistem zakat dan pengelolaan sumber daya. Ali bin Abi Thalib memperlihatkan 

integritas tinggi dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengedepankan transparansi, keadilan sosial, dan 

efisiensi anggaran. Keseluruhan kebijakan para khalifah tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam mampu 

melahirkan kebijakan ekonomi yang menyeimbangkan antara keadilan, produktivitas, dan kesejahteraan. 

Relevansi pemikiran ini semakin nyata ketika dikaitkan dengan tantangan global saat ini seperti krisis distribusi, 

ketimpangan ekonomi, dan lemahnya sistem keuangan yang etis. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Khulafaur 

Rasyidin dapat dijadikan sebagai referensi normatif dan inspirasi dalam membangun sistem ekonomi yang lebih 

inklusif, adil, dan berkelanjutan di era modern. 
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